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Notaris telah disumpah terlebih dahulu sebelum menjalankan jabatannya. Namun, dalam praktiknya masih
banyak notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta autentik salah satunya adal ah akta
PPJB. Jika ditemukan kecacatan dan kekeliruan dalam pembuatan akta PPJB, maka notaris wajib
bertanggung jawab atas aktanya. Untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh notaris diperlukan
peran Mgjelis Pengawas Notaris sebagai |embaga pengawasan dan pembinaan notaris. Permasalahan yang
dibahas adalah bentuk pelanggaran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta PPIB sertaanalisis
pertimbangan majelis dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 14/PTS-MPWNPROVINS
JAWA BARAT/XI11/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji
ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan hasil wawancara. Berdasarkan penelitian
ini notaris terbukti melakukan beberapa pelanggaran yang tidak sesuai dengan UU JN dan dapat dikenakan
tanggung jawab secara administratif, perdata dan pidana serta kekuatan pembuktian akta PPJB menjadi
dibawah tangan. Pengenaan Pasal pada pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat dapat
dikatakan terlalu umum dan kurang terpenuhinya Pasal berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh
Notaris serta penjatuhan sanksi dinilai kurang memberikan efek jera. Adapun saran yang dapat diberikan
notaris harus memperhatikan aturan-aturan dalam UU JN guna memberikan rasa aman terhadap pemakai
jasa notaris dan para pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata atau melaporkan
tindakan pidana pemal suan surat. Kemudian, MPD harus melakukan penyuluhan guna meminimalisir
pelanggaran notaris dengan melakukan pemeriksaan terhadap kantor notaris dan MPW harus mengusulkan
pemberhentian sementara kepada M PP serta harus memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan.

...... otaries have been sworn in before carrying out their positions. However, in practice there are still many
Notaries who commit violations in making authentic deeds, one of which isthe PPJB deed. If defects and
errors are found in the preparation of the PPJB deed, the Notary must be responsible for the deed. To
minimize violations committed by Notaries, the role of the Notary Supervisory Board is needed as an
ingtitution for supervision and guidance of Notaries. The problems discussed were the forms of violations
and responsibilities of the Notary in making the PPJB deed and the analysis of the assembly's considerations
in the Decision of the Notary Regional Supervisory Board Number 14/PTS-MPWNPROVINCE OF WEST
JAVA/X11/2019. The research method used by the author is normative judicia by reviewing the provisions
of the legidlation supported by the results of interviews. Based on this research, the Notary is proven to have
committed several violations that are not in accordance with the Rules of Notary Profession (UU JN) and
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can be subject to administrative and civil responsibility and the PPIJB deed made by the Notary becomes
signed under hand. The imposition of articles on the consideration of the Notary West Java Regiona
Supervisory Board is considered too general and the Articles related to violations committed by Notaries are
not fulfilled. The suggestions that can be given by a notary must pay attention to the rulesin the UU N in
order to provide a sense of security to notary service users and the injured parties can file acivil lawsuit or
report acrimina act of forging letters. Then, the MPD must provide counseling to minimize notary
violations by conducting an examination of the notary office and the MPW must propose atemporary
suspension to the MPP and must pay attention to the factsin the trial.



